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PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj

o T L -9 o
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara

Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan

putusan, antara :

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan
Karyawan PT Thiees, tempat tinggal di Kabupaten
Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur,
sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Penajam
Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 7 Agustus 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Penajam, dengan register Nomor : XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj., tertanggal
7 Agustus 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Selasa
tanggal 29 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir
1437 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam
Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan
Akta Nikah Nomor XXX/47/111/2016, tanggal 29 Maret 2016;
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2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal
bersama di Buluminung;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak
yaitu Anak, lahir tanggal 6 Oktober 2016, dan saat ini berada dalam asuhan
Termohon;

4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2017 dalam rumah tangga Pemohon
dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

a. Termohon tidak suka dengan orang tua Pemohon dengan menunjukkan
sikap acuh tak acuh bahkan tidak pernah menegur sapa saat bertemu;

b. Termohon sering tidak berada di rumah saat Pemohon pulang kerja
hingga Pemohon merasa bahwa sikap Termohon tersebut seperti
sudah tidak mau lagi mengurus Pemohon;

c. Termohon sering marah-marah tidak jelas dan tanpa alasan;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon tersebut terjadi sekitar Januari 2018 yang akibatnya antara
Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan yang
meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah
tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan
Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing
pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian
merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan
permasalahan Pemohon dengan Termohon karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun
dalam rumah tangga;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Penajam Cqg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
Primair:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon, Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama
Penajam;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidair:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang
menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil’/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu
halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka
perdamaian melalui proses mediasi terhadap perkara ini sebagaimana yang
diatur di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan kedua
belah pihak dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan
keutuhan rumah tangganya dengan baik dengan Termohon, akan tetapi tidak
berhasil, dan Pemohon tetap pada permohonannya, olehnya itu pemeriksaan
perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon

mengajukan alat bukti sebagai berikut :
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A. Bukti Surat
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/47/111/2016, tanggal 29 Maret

2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan

Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, telah

cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

B. Saksi-saksi
1. Saksi, umur 48 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada
awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sering bertengkar
terus-menerus karena Termohon sering keluar rumah tanpa alasan
yang jelas, dan sikap Termohon yang tidak mau tegur sapa lagi
dengan orang tua Pemohon;

- Saksi ketahui karena sering melihat lansung Pemohon dan Termohon
bertengkar di rumah karena permasalahan tersebut;

- Bahwa saksi ketahui sejak bulan Januari 2018 Termohon Pergi
meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dan alasan yang
jelas;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah
tidak ada hubungan komunikasi;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha
merukunkan keduanya dengan cara menasehati Pemohon agar tetap
mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tetap tidak berhasil,
karena Pemohon tidak bisa lagi mempertahankan kerukunan rumah
tangganya bersama dengan Termohon;

2. Saksi, umur 48 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
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Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada
awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena Termohon suka
keluar rumah tanpa alasan yang jelas, dan Termohon sudah tidak
tegur sapa lagi dengan orang Pemohon;

- Bahwa saksi ketahui karena sering melihat lansung Pemohon dan
Termohon bertengkar di rumahnya karena permasalahan tersebut;

- Bahwa saksi ketahui sejak bulan Januari 2018 Termohon Pergi
meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dan alasan yang
jelas kepada Pemohon;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah
tidak ada hubungan komunikasi;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah
tangga Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar tetap
mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tetap tidak berhasil,
karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan di depan
persidangan menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan
mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini
dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon,
sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon telah mengajukan
tuntutan kepada pengadilan agar memberi izin kepada Pemohon untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana
yang telah dikemukakan Pemohon dalam permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok
permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini, yang di jadikan
alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah
sebagai berikut :
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1. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun
dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
terus-menerus yang disebabkan karena Termohon suka marah-marah tanpa
alasan yang jelas;

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak
bulan Januari 2018, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman
bersama tanpa izin dan alasan yang sah;

3. Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah ada upaya untuk merukunkan
keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut
di atas, Termohon tidak dapat didengar jawabannya/keterangannya ataupun
bantahannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun
Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa Termohon dianggap telah membenarkan segala
dali-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya, dan
telah melepaskan hak-haknya untuk menjawab atau membantah dalil-dalil
permohonan Pemaohon tersebut;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dalam
persidangan, Majelis Hakim tidak dengan serta merta akan meyakini kebenaran
dalil atas kenyataan dari keadaan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam
permohonannya, sehingga Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk
membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya
tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P), serta dua orang
saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik, alat
bukti tersebut, telah bermeterai cukup dan di nazegelen serta cocok dengan
aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara
Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat
formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna
dan mengikat;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) tersebut harus
dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri
yang sah dan oleh karena itu, Pemohon dan Termohon adalah pihak yang
berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon sudah
dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, dan telah memberikan
keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sesuai dengan
ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi
syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut
dapat diterima untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa  Pemohon  mendaliikan dalam  surat
permohonannya bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah
tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan antara lain karena
Termohon tidak suka dengan orang tua Pemohon dengan menunjukkan sikap
acuh tak acuh bahkan tidak pernah menegur sapa saat bertemu, Termohon
sering tidak berada di rumah saat Pemohon pulang kerja hingga Pemohon
merasa bahwa sikap Termohon tersebut seperti sudah tidak mau lagi mengurus
Pemohon dan Termohon sering marah-marah tidak jelas dan tanpa alasan,
serta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan
Januari 2018, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama
tanpa izin dan alasan yang sah, serta dari pihak keluarga sudah pernah
berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi | dan saksi Il Pemohon
menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Termohon sering keluar
rumah tanpa alasan yang jelas, dan Termohon sudah tidak mau lagi tegur sapa
dengan orang tua Pemohon, saksi-saksi ketahui karena sering melihat
Pemohon dan Termohon bertengkar di rumahnya karena sikap Termohon
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tersebut, dan Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah tempat

tinggal sejak bulan Januari 2018 hingga sekarang, Termohon yang pergi

meninggalkan kediaman bersama, dan semenjak berpisah tempat tinggal
dengan Termohon, sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya
bahwa dari pihak keluarga sudah pernah ada upaya untuk merukunkan
keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon tersebut, saksi | dan saksi Il
Pemohon menerangkan bahwa dari pihak keluarga sudah pernah ada upaya
untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin
mau bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi | dan saksi |l
Pemohon tersebut di atas, mengenai dalil pokok permohonan Pemohon di atas
adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu
keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana
yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut
memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi | dan saksi Il Pemohon saling
bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan oleh karena itu, keterangan
dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih
lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta keterangan saksi-saksi
tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai
berikut:

a. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang
pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam,
Kabupaten Penajam Paser Utara;

b. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan
harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
terus-menerus yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah
tanpa alasan yang jelas dan sikap Termohon yang tidak mau lagi tegur sapa

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang tua Pemohon;

c. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat  tinggal
sejak bulan Januari 2018 hingga sekarang, Termohon yang pergi
meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, dan
semenjak itupula sudah tidak ada hubungan komunikasi diantara keduanya;

d. Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah ada upaya untuk merukunkan
keduanya namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin mau bercerai
dengan Termohon;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami
istri, in casu Pemohon dan Termohon hendaklah mempunyai alasan yang
cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami
istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan dan alasan percaraian a quo adalah Penjelasan
Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan
bahwa antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara
terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup
rukun lagi;

Menimbang, terdapat beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis. Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan
hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran;
ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat,
tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis
Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut dengan
menghubungkanya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan
sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi

unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;
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Menimbang, bahwa adanya fakta antara Pemohon dan Termohon adalah
suami istri sah, yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri,
dan telah dikaruniai 1 orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi,
di mana Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan oleh karenanya,
permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Pemohon dengan
Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan yang penyebabnya
karena Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan sikap
Termohon yang tidak mau lagi tegur sapa dengan orang tua Pemohon,
menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa adanya fakta perpisahan antara Pemohon dan
Termohon sejak bulan Januari 2018 yang lalu hingga sekarang 1 (satu) tahun
lebih lamanya tanpa adanya komunikasi diantara keduanya, menunjukkan
bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana keadaan yang demikian semakin
meneguhkan eksistensi konflik rumah tangga antara Pemohon dan Termohon,
bahkan lebih jauh lagi, menjadi bukti adanya kontinuitas perselisihan dan
pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon bersifat terus-
menerus dan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha
menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan
Termohon namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan
telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar kembali
rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, namun usaha tersebut
tetap tidak berhasil, bahkan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak
mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon, menunjukkan
bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi
Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-
unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
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Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan
pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon dengan Termohon sangatlah
mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Pemohon dan
Termohon mengingat pihak keluarga sudah melakukan upaya damai namun
tidak berhasil, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi
yang baik sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak
meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan masing-masing pihak telah
berpisah tempat tinggal bersama, hal mana sesuai petunjuk SEMA Nomor 04
Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil
Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat
disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri sudah tidak ada lagi
harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara
Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam
satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri
untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling
membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 Ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang
dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa bilamana tujuan perkawinan sudah tidak dapat
diwujudkan oleh suami-istri, maka perkawinan telah kehilangan fungsi dan
tujuannya, oleh karena itu mempertahankan perkawinan yang demikian, justru
akan menjadi perbuatan buruk bagi keluarga dan masyarakat khususnya bagi
Pemohon dan Termohon sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan
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Termohon yang apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa
mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai
dengan kaidah figh yang berbunyi :

tJlaodl cd> e o ado duwlaa]l s

“Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik
kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan
persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin tetap bercerai dengan
Termohon, dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka
dalam hal ini sejalan dengan firman Allah Subhaanahuu Wa'ta’aala dalam Al
Qur an dalam surah Al-Baqorah ayat 227 yang berbunyi :

se e oo Dl 5 LITT, 25235

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup
alasan untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana diatur dalam Penjelasan
Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasakan ketentuan
Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,
permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan
memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap
Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan
patut namun tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan ternyata pula
ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedangkan

permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka sesuai
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B4

dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon tersebut
dapat diputus dan dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak tersebut, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum
tetap, Pengadilan Agama Penajam akan menentukan hari sidang penyaksian
ikrar talak, dengan memanggil Pemohon dan Termohon atau wakilnya untuk
menghadiri sidang untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka (3) mohon kepada
Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka
Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah
tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya
biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka
segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon
sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama,

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Permohon, (Pemohon) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon, (Termohon);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp 716,000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 3 September
2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami
Baso Abbas Mulyadi, S.H.l., sebagai Ketua Majelis, Ismail, S.H.l. dan Nor
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Hasanuddin Lc., M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari
itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim anggota dan dibantu oleh
Endang Puiji Astuti, S.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri pula oleh

Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,
ttd

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota I,
ttd ttd
Ismail, S.H.I. Nor Hasanuddin, Lc,.M.A.

Panitera Pengganti,
ttd

Endang Puji Astuti, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp. 600.000,00
4. PNBP Panggilan Rp 20.000,00
4. Redaksi Rp 10.000,00
5. Meterai Rp  6.000.00

Jumlah Rp 716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)
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Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Penajam

Ttd

Drs, Karani Kutni.

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15



